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BAB V 

PENUTUP 

5.1 kesimpulan  

1. Mengenai keputusan hakim dalam menetapkan perkara permohonan wali adhol 

No. 60/Pdt.P/2012/PA Lbt. adalah mengabulkan permohonan wali adhol  tersebut 

dengan berbagai pandangan dan pertimbangan bahwa wali telah dinyatakan adhol 

karena menolak untuk menjadi wali nikah dengan alasan bahwa calon suami 

pemohon tidak sanggup menyediakan mahar tidak sesuai dengan keinginan wali 

pemohon dan tidak dapat menutup malu. dan alasan tersebut menurut hukum islam 

dan literatur Islam lainnya tidak dapat menghalangi pernikahan. Dan adapun 

putusan perkara permohonan wali adhol No. 60/Pdt.P/2012/PA Lbt. di kabulkan 

dengan lebih memikirkan  kemaslahatan. 

2. Pertimbangan hakim mengenai perkara Permohonan Wali Adhol 

No.7/Pdt.P/2010/PA Lbt, yang menolak permohonan tersebut karena hakim 

berpandangan bahwa 2 syarat yang dijadikan alasan oleh wali pemohon untuk  

dapat memberikan perwalianya adalah tidak melanggar hukum. Permintaan wali 

untuk pemohon agar pulang terlebih dahulu dan pernikahan yang dilakukan tidak 

terburu-buru hanya karena untuk membebaskan calon suami dari jeratan hukum 

yang mendudukan wali nikah sebagai pelapor merupakaan hal yang jika di 

pikirkan adalah hal yang wajar, hakim dan pengadilan tidak menemukan adanya 

suatu keadaan yang bersifaat darurat, memaksa, dan mengharuskan wali nikah 

mensegerakan perkawinan dengan megabaikan kedua syarat tersebut sehingga 
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dalam perkara ini wali tidak dapat dinyatakan adhol sehingga hakim menolak 

permohonan ini. 

5.2 Saran  

1. Jika dilihat dalam perkara Permohonan wali adhol No. 60/Pdt.P/2012/PA Lbt.  

bahwa wali menolak untuk menikahkan hanya karena masalah ongkos yang tidak 

sesuai dengan permintaan wali dan tidak dapat menutup malu adalah hal yang 

tidak dapat dibenarkan seharusnya wali nikah yang pada dasarnya adalah seorang 

ayah harus mendukung penuh segala keputusan anaknya kecuali hal tersebut 

menimbulkan kemudharatan. Segala sesuatu seharunya dapat dibicarakan secara 

baik-baik agar hak dari anak untuk mnikah tidak terabaikan 

2. Berkenaan dengan Perkara Permohonan Wali Adhol No.7/Pdt.P/2010/PA 

Lbt.seharusnya anak lebih kepada melakukan  pendekatan dengan komunikasi 

yang baik terhadap orang tua sehingga nantinya hal-hal yang seharusnya bisa 

diselesaikan secara baik-baik tidak menjadi satu alasan menghalangi, jika syarat 

yang dikeluarkan oleh wali merupakan hal dirasa tidak bertentangan maka 

seharusnya dapat dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian kita kepada orang tua. 
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